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PERATURAN MENTERI PARIWISATA  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA                                                   

NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN 

DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja Kementerian Pariwisata, maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pariwisata 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pariwisata tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi 

Kementerian Pariwisata; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5262); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 

Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76); 

10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2015 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 214); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang 

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana 

Tugas Pembantuan; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1617); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2046); 
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14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi 

Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1969); 

15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1584);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 

TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN 

DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1969), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4  

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan 

melalui Dekonsentrasi meliputi kegiatan bidang: 

www.peraturan.go.id



2018, No.104 
-5- 

a. dukungan manajemen pengelolaan 

dekonsentrasi; 

b. pengembangaan industri dan kelembagaan; 

c. pengembangan destinasi pariwisata; dan 

d. pengembangan pemasaran. 

(2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) antara lain: 

a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan; 

b. fasilitasi/dukungan; 

c. bimbingan teknis; 

d. pembekalan/pelatihan sumber daya manusia; 

e. pemberian penghargaan; 

f. penyuluhan; 

g. supervisi;  

h. penelitian;  

i. survey dan pendataan; 

j. pembinaan; dan 

k. pengawasan dan pengendalian. 

(3) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bersifat nonfisik. 

(4) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dapat 

dialokasikan sebagian kecil dana penunjang untuk 

pelaksanaan tugas administratif dan/atau 

pengadaan input berupa barang habis pakai 

dan/atau aset tetap. 

(5) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas:  

a. kepatutan; 

b. kewajaran; 

c. ekonomis; dan 

d. efisien. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal  5 

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan 

melalui Dekonsentrasi Bidang Dukungan 

Manajemen Pengelolaan Dekonsentrasi antara lain: 

a. honorarium pejabat perbendaharaan; 

b. penyelenggaraan rapat koordinasi; 

c. perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan 

pemantauan; dan 

d. pengadaan alat tulis kantor. 

(2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk 

teknis dari Sekretaris Kementerian. 

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

(1)  Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan 

melalui Dekonsentrasi Bidang Pengembangan 

Industri dan Kelembagaan meliputi: 

a. pembekalan teknis bidang pariwisata; 

b. pembekalan pelayanan prima; 

c. penyelenggaraan TOT (Training of Trainer); 

d. pembekalan keterampilan bidang pariwisata;  

e. peningkatan kapasitas usaha masyarakat bidang 

pariwisata; dan 

f. peningkatan peran serta masyarakat melalui 

Sadar Wisata. 

(2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk 

teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Industri 

dan Kelembagaan. 

 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan 

melalui Dekonsentrasi Bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata, antara lain: 

a. penyusunan rencana induk dan rencana detail 

Kawasan Strategis Pariwisata 

Nasional/Kawasan Pengembangan Pariwisata 

Nasional; dan 

b. bimbingan teknis; 

(2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk 

teknis dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata. 

 

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal  8 

(1) Urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan 

melalui Dekonsentrasi Bidang Pengembangan 

Pemasaran meliputi: 

a. penyelenggaran event pariwisata daerah; 

b. partisipasi dalam festival dan event pariwisata 

nasional dan internasional; 

c. perjalanan wisata pengenalan (familiarization 

trip); 

d. sosialisasi Co-Branding; 

e. pemasangan iklan pariwisata melalui media 

cetak, elektronik, media online dan media 

ruang;  

f. pengadaan atau penyediaan bahan promosi; 

dan 

g. pemasaran paket wisata yang siap jual di 

masing-masing daerah. 

(2) Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk 

teknis dari Deputi yang membidangi Pengembangan 

Pemasaran.  
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2017 

 

MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

      ARIEF YAHYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Januari 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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